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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
ekonomi Islam dalam pembangunan daerah berkelanjutan,
dengan fokus pada peran zakat dan wakaf sebagai sumber
pembiayaan. Ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif
untuk mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan
berkelanjutan, khususnya melalui optimalisasi instrumen zakat
dan wadakaf. Zakat sebagai kewajiban sosial dalam Islam
berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat
membantu  mengurangi  kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, wakaf sebagai aset
produktif yang dikelola untuk kepentingan umum mempunyai
potensi besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan di daerah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi
literatur, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang
membahas tentang ekonomi syariah, zakat, wakaf, dan
pembangunan daerah. Temuannya menunjukkan bahwa
pemanfaatan zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah
tidak hanya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi tetapi juga
mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan
yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
penyelenggaraan zakat dan wakaf diharapkan dapat menjadi
pilar utama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih
adil dan merata.
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LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah berkelanjutan adalah tujuan utama dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan
menciptakan kesetaraan sosial-ekonomi di Indonesia (Iswanaji et al.,, 2021).
Meskipun berbagai kebijakan dan program pembangunan telah diterapkan oleh
pemerintah, ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan,
serta antarwilayah, masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan ini tercermin
dalam akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota (Hamid, 2024).
Selain itu, banyak daerah yang bergantung pada sektor ekonomi yang kurang
berkembang, seperti pertanian, yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan
perubahan iklim (Agustin et al., 2024). Pembangunan daerah berkelanjutan menjadi
salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional dan global. Hal ini
selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan
pentingnya keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Panuluh &
Fitri, 2016). Tantangan dalam pembangunan daerah di Indonesia meliputi
ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya pembiayaan yang
seringkali menjadi penghambat utama dalam merealisasikan program -program
Pembangunan (Ruslan et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan
pembangunan yang lebih holistik, berkelanjutan, dan mampu mengatasi
ketimpangan antar daerah.

Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah melalui ekonomi syariah,
yang menawarkan prinsip-prinsip yang lebih menekankan pada keadilan sosial,
keseimbangan, dan pemberdayaan umat. Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada
ajaran Islam, memberikan alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada
keuntungan material, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil dan
keberlanjutan Pembangunan (Amsari et al., 2024). Prinsip-prinsip utama dalam
ekonomi syariah, seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pemberdayaan
masyarakat, sangat relevan untuk diterapkan dalam pembangunan daerah di
Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi (Anami &
Haqan, 2024). Dua instrumen utama dalam ekonomi syariah yang dapat
berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah zakat dan
wakaf. Zakat, sebagai kewajiban agama bagi umat Islam, berfungsi sebagai sarana
redistribusi kekayaan yang sangat efektif (Indrayani & Azzaki, 2024). Zakat yang
dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mengurangi kemlskman memperbaiki
kualitas hidup, dan mendanai program-program sosial yang dapat membantu
masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk
membiayai pembangunan infrastruktur dasar di daerah yang membutuhkan, seperti
perbaikan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan, serta layanan Kesehatan (Maulana
& Laksamana, 2023).

Potensi zakat dalam pembangunan daerah sangat besar, namun
pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya
pemahaman tentang pengelolaan zakat yang produktif, keterbatasan lembaga
pengelola zakat yang profesional, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dan
lembaga zakat, sering kali menghalangi optimalisasi zakat sebagai sumber
pembiayaan Pembangunan (Luntajo & Hasan, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan
zakat yang lebih baik dan terintegrasi dengan program-program pembangunan
daerah menjadi hal yang sangat penting. Selain zakat, wakaf juga memiliki peran
yang sangat strategis dalam mendanai pembangunan daerah. Wakaf, sebagai aset
sosial yang dikelola untuk kepentingan umat, dapat digunakan untuk membiayai
berbagai proyek pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat
luas, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas publik
lainnya (Marwal, 2024). Salah satu keunggulan wakaf adalah sifatnya yang produktif
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dan berkelanjutan, di mana aset yang diwakafkan akan terus memberikan manfaat
jangka panjang bagi masyarakat tanpa batasan waktu (Hanif, 2023). Di Indonesia,
potensi wakaf sangat besar, namun penggunaannya masih terbatas pada sektor-
sektor tertentu. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana wakaf
dapat dikelola dengan baik untuk pembangunan daerah (Hazami, 2017).

Pengelolaan wakaf di Indonesia juga menghadapi tantangan, banyaknya aset
wakaf yang belum dikelola dengan produktif, dan sebagian besar masih digunakan
untuk tujuan yang bersifat konsumtif, seperti pembangunan masjid atau sekolah
tanpa memikirkan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang (Fuadi, 2018). Selain
itu, terdapat masalah dalam hal legalitas dan administrasi wakaf, yang memerlukan
perhatian serius untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan dengan cara yang
benar dan produktif (Kholid et al., 2023). Pada dasarnya dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu adanya integrasi antara ekonomi
syariah dan sistem pembangunan daerah yang ada. Penerapan zakat dan wakaf
sebagai sumber pembiayaan pembangunan tidak hanya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan material masyarakat, tetapi juga untuk mem perkuat
solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kemakmuran yang
merata (Usman et al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan
kedua instrumen ini dengan memperkuat pengelolaan zakat dan wakaf, baik secara
legal, administratif, maupun dalam praktik pengelolaannya di lapangan.

Instrumen zakat dan wakaf, sebagai bagian integral dari ekonomi syariah,
memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan
(Rohmatillah, 2023). Zakat, dengan sifat redistributifnya, berfungsi sebagai alat
untuk mengurangi kemiskinan dankesenjangan sosial. Sementara itu, wakaf, dengan
karakteristiknya yang bersifat jangka panjang, dapat menjadi sumber pembiayaan
yang stabil dan berkelanjutan untuk proyek-proyek pembangunan, sepert
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Pada saat ini implementasi zakat
dan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya
literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, kurang optimalnya pengelolaan oleh
lembaga terkait, serta minimnya inovasi dalam pengembangan skema pembiayaan
berbasis zakat dan wakaf (Yuniara & Afrianty, 2024). Padahal, potensi zakat dan
wakaf di Indonesia sangat besar dan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam
mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Seharusnya peran zakat dan wakaf
dalam perspektif ekonomi syariah dapat dijadikan sumber pembiayaan
pembangunan daerah yang berkelanjutan (AA & Rosidta, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana zakat dan wakaf dapat
diimplementasikan secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah
yang berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
praktis bagi pemerintah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta masyarakat untuk
memanfaatkan kedua instrumen ini dengan optimal dalam rangka mencapai
pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian,
ekonomi syariah dapat berkontribusi secara nyata dalam mengatasi tantangan
pembangunan daerah dan menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh
Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Pembangunan daerah berkelanjutan merupakan upaya strategis untuk
memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan
kelestarianlingkungan (Rahadian, 2016). Perencanaan pembangunan nasional dan
regional saatinimenekankan pentingnya pembangunan yangtidak hanya memenuhi
kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga hak dan kesejahteraan generasi mendatang,
Berbagaipendekatan harus diterapkan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan
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berkelanjutan, yang menunjukkan perlunya strategi berbasis sumber daya lokal
(Amsari et al., 2024). Selain itu, di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat
menjadi komponen kunci dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan
berkeadilan (Christia & Ispriyarso, 2019). Pada dasarnya integrasi aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan menjadi fondasi penting dalam kebijakan pembangunan kota.
Di sisi lain, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting
untuk memastikan keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah,
terutama dengan mengutamakan pertimbangan lingkungan (Hutajulu et al., 2024).
Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat
menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang kompleks
dan dinamis.

Pembangunan daerah berkelanjutan juga dapat didukung melalui inovasi
kebijakan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Misalnya, penerapan
kebijakan berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa
kepemilikan warga terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memastikan
keberlanjutan program-program yang direncanakan (Purnomo et al., 2024).
Pendekatan seperti ini telah terbukti efektif dalam memperkuat sinergi antara
pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana dicontohkan dalam berbagai studi
kasus di Indonesia. Di sisi lain, pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan
pembangunan, termasuk penggunaan instrumen keuangan seperti zakat, wakaf, dan
dana CSR, semakin diakui sebagai langkah strategis untuk mengurangi
ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dengan mengadopsi pendekatan yang
inklusif dan inovatif, pembangunandaerah dapatlebih responsif terhadap tantangan
global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial, sekaligus
mendorongpertumbuhan yang berkeadilan danberkelanjutan (Monadyetal., 2024).

Pada saat ini perlu dilakukan implementasi nyata dan evaluasi berkelanjutan
untuk memastikan bahwa konsep pembangunan daerah berkelanjutan dapat
berjalan sesuai rencana. Implementasi ini mencakup kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan
sinergi dalam pelaksanaan program (Sentanu et al., 2024). Misalnya, pemerintah
dapat mengintegrasikan program berbasis zakat dan wakaf dalam kebijakan
pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat miskin. Di sisi lain, evaluasi berkala sangat penting untuk
mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang memerlukan
perbaikan. Penggunaan indikator pembangunan berkelanjutan, seperti tingkat
kemiskinan, kualitas lingkungan, dan indeks pembangunan manusia (IPM), dapat
membantu dalam menilai keberhasilan program dan menyesuaikan strategi sesuai
kebutuhan lokal (Sulaeman & Andriyanto, 2021).

Zakat Dan Wakaf Dalam Islam

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan sosial dalam Islam
yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mendukung pembangunan ekonomi umat (AA & Rosidta, 2023). Zakat, dengan sifat
redistributifnya, berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan sosial melalui distribusi harta kepada mustahik (penerima zakat).
Sementara itu, wakaf memiliki sifat jangka panjang yang memberikan manfaat
berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengelolaan aset produktif, seperti tanah,
bangunan, atau dana wakaf. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat dan wakaf
tidak hanya berfokus pada aspek tradisional tetapi juga mengintegrasikan
pendekatan manajemen profesional dan berbasis teknologi untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas (Ali & Jadidah, 2024). Hingga saat ini membutuhkan
optimalisasi zakat dan wakaf dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, seperti
melalui pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil
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(Sholikhah, 2021). Selain itu, implementasi zakat dan wakaf di Indonesia juga
didukung oleh regulasi, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan wakaf secara nasional. Dengan
pengelolaan yang inovatif dan partisipasi aktif masyarakat, zakat dan wakaf dapat
menjadi solusi efektif dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan
berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai
instrumen pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam
konteks ini, zakat dapat digunakan untuk mendanai program -program sosial yang
bersifat langsung, seperti bantuan kepada fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan
pelayanan kesehatan gratis (Abduh et al.,, n.d.). Di sisi lain, wakaf dapat menjadi
sumber pembiayaan jangka panjang melalui pengelolaan aset wakaf produktif,
seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik (Astuti, 2022).
Pengelolaan zakat danwakafyangefektif memerlukankolaborasiantara pemerintah,
lembaga zakat dan wakaf, serta masyarakat. Inovasi teknologi, seperti penggunaan
platform digital, telah membantu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan,
pengelolaan, dan distribusi zakat serta wakaf (Luntajo & Hasan, 2023). Hal ini
membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak donatur sekaligus memperluas
dampak manfaatnya. Lebih jauh, integrasi zakat dan wakaf dengan kebijakan
ekonominasional, seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunandaerah, dapat
memperkuat dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat (Parida et al., 2024).
Dengan pendekatan yang terarah, zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen ibadah, tetapijuga sebagaisolusistrategis untuk menciptakan masyarakat
yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan zakat dan wakaf ke dalam
sistem pembangunan ekonomi yang lebih luas dapat dimulai dengan penguatan
regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf
secara profesional dan transparan (Al Fajar, 2024). Lembaga pengelola zakat dan
wakaf perlu meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, pengawasan, dan
penerapan standar manajemen yang baik. Adanya edukasi masyarakat mengenai
pentingnya zakat dan wakaf dalam Islam harus terus ditingkatkan, sehingga lebih
banyak individu yang sadar dan tergerak untuk berpartisipasi. Kampanye digital,
seminar, dan pelatihan berbasis komunitas dapat menjadi sarana untuk
meningkatkanliterasizakat dan wakaf (Azizetal., n.d.). Pengelolaanzakat dan wakaf
juga harus diarahkan pada program-program yang strategis dan berkelanjutan,
seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan
ekonomimelaluibantuan modal usaha, serta pengembangan sektor produktif (Barat,
n.d.). Melalui inovasi ini, manfaat zakat dan wakaf dapat dirasakan lebih luas dan
berdampak signifikan pada upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Syariah

Pembangunan daerah dari perspektif ekonomi syariah menekankan
pentingnya pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek
perencanaan dan pelaksanaannya (Sholeha & Sisdianto, 2024). Paradigma
perencanaan pembangunan daerah dengan perspektif ekonomi syariah tidak hanya
fokus pada pencapaian tujuan material, seperti pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengutamakan aspek spiritual dan moral
masyarakat. Konsep ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial,
meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengelola sumber daya alam secara
berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Amsari et al., 2024 ). Praktek
ekonomi syariah dapat diterapkan dengan melibatkan masyarakat lokal dan pelaku
usaha, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Pembangunan daerah yangberbasis ekonomi syariah dapat mendorong pencapaian
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pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya
memenuhi kebutuhan material tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan
kesejahteraan spiritual Masyarakat (Maulidizen, 2024).

Pembangunan daerah dalam perspektif ekonomi syariah juga
mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata.
Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengoptimalkan potensi
zakat, wakaf, dan infaq sebagai sumber pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada
aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Penggunaan instrumen syariah seperti sukuk
daerah, misalnya, dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan
infrastruktur tanpa mengabaikan prinsip non-riba dan keadilan sosial (Saefuloh,
2021). Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga
keuangan syariah untuk mengembangkan proyek-proyek pembangunan yang
melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini juga mengharuskan adanya
sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat
untuk menciptakan iklim ekonomi yang berbasis pada keberlanjutan dan
kesejahteraanbersama (Qalbia & Saputra, 2024 ). Dalam perspektif ekonomi syariah,
pembangunan tidak hanya dilihat dari segi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, peningkatan rasa keadilan, dan
keberlanjutan lingkungan. Adanya penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah
dalam pembangunan daerah dapat menghasilkan model pembangunan yang lebih
holistik dan berkelanjutan, serta memberi manfaat jangka panjang bagi Masyarakat
(Alfajri et al., 2024).

Implementasi pembangunan daerah yang berbasis ekonomi syariah berjalan
efektif, diperlukan evaluasi berkala yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang
diterapkan telah memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan (Mujib, 2024). Indikator yang digunakan dalam evaluasi harus
mencakup aspek material dan spiritual, seperti peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pemerataan pendapatan, pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua lapisan masyarakat.
Penting juga untuk mengembangkan mekanisme pelaporan dan transparansi yang
memadai dalam pengelolaan dana publik, terutama yang bersumber dari zakat,
wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya (Amsari et al., 2024). Kolaborasi
antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dapat memperkuat
akuntabilitas dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif untuk
program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian adanya
penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan terkait
ekonomisyariah dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam
program-program pembangunan berbasis syariah (Al Arif, 2023). Dengan
pendekatan ini, pembangunan daerah tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan
berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
studi pustaka untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan zakat dan wakaf
sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah berkelanjutan dari
perspektif ekonomisyariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini
adalah untuk memahami konsep dan prinsip ekonomi syariah serta peran zakat dan
wakaf dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan
berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan data statistik tetapi juga menggali
pemahaman mendalam tentang teori dan praktik yang relevan.
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1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji
berbagaisumber literaturyangrelevan dengantopik yang dibahas. Sumber data
yang digunakan meliputi:

a. Buku-buku: Bukuyang membahasteoriekonomi syariah, zakat, wakaf, serta
pembangunan daerah berkelanjutan. Buku-buku ini memberikan
pemahaman tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari
zakat, wakaf, dan penerapannya dalam pembangunan.

b. Artikel Jurnal Ilmiah: Jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh akademisi
dan peneliti yang membahas topik-topik terkait, seperti pengelolaan zakat
dan wakaf, serta implementasinya dalam pembangunan daerah. Jurnal-
jurnal ini memberikan pandangan berbasis penelitian yang lebih mendalam
dan empiris.

c. Laporan dan Dokumentasi: Laporan yang diterbitkan oleh lembaga
pengelola zakat dan wakaf, baik dari pemerintah maupunlembaga swasta,
yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang praktik zakat dan
wakafyang ada dilapangan. Selain itu, dokumentasidaripemerintah terkait
kebijakan pembangunan daerah yang berbasis syariah juga digunakan.

d. Sumber-sumberlainyang relevan: Artikel, disertasi, tesis, dan dokumen lain
yang memberikan informasi dan analisis mengenai zakat, wakaf, serta
penerapannya dalam konteks pembangunan daerah berkelanjutan.
Semua sumber yang dikumpulkan kemudian dipilih berdasarkan

kredibilitasnya dan relevansinya terhadap topik yang dibahas dalam penelitian

ini.

2. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif. Tahap-tahap analisis data ini meliputi:

a. Klasifikasi dan Kategorisasi: Setelah data terkumpul, langkah pertama yang
dilakukan adalah mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan topik
penelitian, yaitu zakat, wakaf, dan pembangunan daerah berkelanjutan.
Klasifikasi ini bertujuan untuk memisahkan teori-teori yang mendasari
kedua instrumen tersebut serta aplikasinya dalam pembangunan daerah.

b. Analisis Tematik: Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi tema-tema
utama yang muncul dariberbagailiteratur yang telah dikumpulkan. Analisis
tematik dilakukan dengan mengelompokkan konsep-konsep utama terkait
ekonomi syariah, zakat, wakaf, serta pembangunan daerah berkelanjutan
yang ada dalam literatur. Haliniakan membantudalam menggali hubungan
antara zakat, wakaf, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

c. Pembandingan Konsep dan Praktik: Selanjutnya, dilakukan pembandingan
antara teori-teori yang ada dengan praktik yang diterapkan di lapangan.
Pembandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana
penerapan zakat dan wakaf dalam pembangunandaerah di Indonesia sesuai
dengan prinsip ekonomi syariah.

d. Keterkaitan dengan Pembangunan Daerah Berkelanjutan: Pada tahap ini,
analisis akan mengaitkan penerapan zakat dan wakaf dengan pencapaian
tujuan pembangunan daerah berkelanjutan, yang melibatkan aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penulis akan mengkaji bagaimana kedua
instrumen ini dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan
tersebut.

JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics Vol. 03 No. 01 — 2024 183



Syaripuddin

3.

Interpretasi Hasil
Setelah data dianalisis, tahap selanjutnya adalah interpretasi hasil. Dalam

penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan temuan-

temuan dari literatur dengan tujuan penelitian, yakni bagaimana zakat dan
wakaf dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan
daerah berkelanjutan. Tahap interpretasi ini mencakup beberapa hal berikut:

a. Mengidentifikasi Potensi Zakat dan Wakaf: Penulis akan menilai potensi
zakat dan wakaf dalam mendanai proyek-proyek pembangunan daerah yang
berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan.

b. Rekomendasi untuk Pengelolaan Zakat dan Wakaf: Berdasarkan temuan
penelitian, penulis akan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana
pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih baik dapat diimplementasikan
untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan
berkelanjutan.

c. Implikasi Kebijakan: Penulis juga akan menganalisis implikasi temuan
penelitian ini terhadap kebijakan pembangunan daerah di Indonesia,
khususnya terkait dengan penggunaan zakat dan wakaf sebagai sumber
pembiayaan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan
panduan bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam
memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini
menggunakan prinsip triangulasi sumber, yaitu memuverifikasi temuan dengan
menggunakan berbagai sumber literatur yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan dan memiliki validitas yang tinggi.

Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengandalkan kajian pustaka dan tidak melibatkan
pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan. Oleh
karenaitu, hasil penelitian initerbatas padaanalisis teoridanliteratur yangada.
Penelitian lebih lanjut yang melibatkan pengumpulan data primer dapat
memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang penerapan zakat dan
wakaf dalam pembangunan daerah di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Peran Zakat dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu pembangunan

daerah berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan
sosial. Secara teori, zakat adalah salah satu instrumen utama dalam redistribusi
kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu
masyarakat yang kurang mampu (Iswanaji et al., 2021). Dalam konteks
pembangunan daerah, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek
yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti:

a.

Pendidikan: Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, termasuk
penyediaan fasilitas pendidikan, beasiswa, dan pelatihan keterampilan bagi
masyarakat miskin, terutama di daerah-daerah terpencil yang kekurangan akses
pendidikan.

Kesehatan: Zakatjugadapat digunakan untuk membiayailayanankesehatan bagi
masyarakat yang kurang mampu, seperti pembangunan rumah sakit, klinik
kesehatan, serta penyediaan layanan kesehatan dasar yang terjangkau.
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c. Pemberdayaan Ekonomi: Selain itu, zakat dapat digunakan untuk mendukung
program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti memberikan
modal usaha kepada keluarga miskin atau memfasilitasi pelatihan keterampilan
yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah-daerah kurang
berkembang.

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan
daerah berkelanjutan, khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan
sosial dan ekonomi yang inklusif. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat
dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta
memperbaiki layanan kesehatan bagi Masyarakat (Nurviliza, 2024). Pengelolaan
zakat yang optimal berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, dengan fokus pada sektor ekonomi, sosial, dan
kemanusiaan. Zakat juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,
terutama melalui program-program yang dapat meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraanmustahik (Aldino, 2021). Misalnya, dengan pendistribusian zakat yang
tepat sasaran, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh akses
untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Setelah itu, untuk memastikan peran zakat
dalam pembangunan daerah berkelanjutan dapat tercapai secara maksimal,
diperlukan penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul digunakan
secara transparan dan tepat sasaran. Lembaga zakat harus memperkuat sistem
pengawasan internal dan eksternal, serta memberikan laporan yang jelas kepada
masyarakat tentang bagaimana dana zakat dikelola dan didistribusikan (Susilowati
& Setyorini, 2018). Selain itu, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah
pengumpulan dan distribusi zakat juga menjadi langkah yang krusial dalam
meningkatkan efisiensi dan jangkauan program-program zakat.

Pengembangan program-program zakat yang terfokus pada pemberdayaan
ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pendanaan usaha kecil, dan penciptaan
lapangan kerja, dapat menjadi langkah konkret untuk mempercepat pemulihan
ekonomi daerah (Juhro & Ridwan, 2021). Dengan cara ini, zakat tidak hanya
membantu meringankan beban sosial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi
masyarakat. Program-program ini harus didesain untuk mengoptimalkan potensi
zakat sebagai sumber daya produktif yang berkelanjutan. Penting untuk
mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya dalam
pembangunan sosial dan ekonomi (M. Huda, 2011). Hal ini dapat dilakukan melalui
kampanye sosial, seminar, atau pelatihan, sehingga masyarakat lebih sadar akan
peran penting zakat dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Peningkatan kapasitas pengelola zakat, transparansi dalam distribusi, serta
pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dan
pendistribusian dana zakat akan meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai
tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Parida et al., 2024). Dengan pengelolaan
yang baik, zakat dapat menjadi sumber pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan
bagi proyek-proyek pembangunan daerah yang meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh. Padadasarnya pengelolaanzakat di Indonesia masih
menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal profesionalisme dan
transparansi lembaga pengelola zakat. Selain itu, distribusi zakat seringkali lebih
fokus pada bantuan konsumtif, sedangkan potensi zakat untuk mendanai program-
program produktif masih belum sepenuhnya dimanfaatkan (Kahfi & Zen, 2024).
Oleh karena itu, perlu adanyaupaya yang lebih intensif untuk mengelola zakat secara
produktif dan efektif.
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Peran Wakaf dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial yang berlandaskan pada
prinsip ekonomi syariah yang masih memiliki potensi besar untuk mendanai
pembangunan daerah berkelanjutan (Fad, 2021). Aset wakaf yang dikelola secara
produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan jangka
panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan, seperti:

a. Infrastruktur Sosial: Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur
yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah,
tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Dalam banyak kasus, aset wakaf yang
digunakan untuk tujuan ini dapat menghasilkan manfaat yang terus berlanjut
selama berpuluh-puluh tahun.

b. Pemberdayaan Ekonomi: Wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai
proyek-proyek ekonomi yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat,
seperti pembiayaan koperasi atau usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat
di daerah yang kurang berkembang.

c. Pendidikan dan Kesehatan: Wakaf juga dapat digunakan untuk mendanai
pendidikan dan fasilitas kesehatan. Misalnya, wakafuangdapat digunakanuntuk
membangun universitas, sekolah dasar, atau klinik kesehatan yang memberikan
layanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan
daerah berkelanjutan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi. Sebagai instrumen filantropi Islam, wakaf dapat
menyediakan dana yang berkelanjutan untuk pembangunan berbagai infrastruktur
publik, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya
(Masruroh et al., 2024). Wakaf berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan
layanan kesehatan di daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, wakaf juga
dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah
(UKM), serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan (Nuraini, 2024).
Wakaf juga untuk lingkungan hidup dapat memberikan solusi untuk
menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan,
sekaligus menciptakan keadilan antargenerasi (Arfah & Arif, 2021).

Potensi wakaf dalam pembangunan daerah berkelanjutan, tantangan seperti
kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan regulasi, dan pengelolaan yang
kurang efektif perlu diatasi. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya wakaf, memperkuat regulasi yang mendukung, dan meningkatkan
manajemen wakaf agar lebih profesional dan transparan. Dengan pengelolaan yang
baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, wakaf dapat menjadi sumber daya
yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan
(Faujiah et al., 2024). Peningkatan kontribusi wakaf dalam pembangunan daerah
berkelanjutan, penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga
pengelola wakaf, dan masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran penting
dengan mengembangkan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara lebih
efisien dan transparan, serta memberikan insentif bagi masyarakat untuk berwakaf
(N. Huda & Khatimah, 2024). Selain itu, lembaga pengelola wakaf perlu
mengembangkan sistem manajemen yang profesional, menggunakan teknologi
informasi untuk mempermudah pengumpulan dan pendistribusian dana wakaf,
serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang
memberikan dampak positif dan berkelanjutan (Fadilah & Zen, 2024).
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Edukasi kepada masyarakat juga sangat penting, agar mereka lebih
memahami manfaat wakaf dan bagaimana berpartisipasi dalam program-program
wakaf yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui
kampanye sosial, pelatihan, dan penyuluhan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat
dalam memanfaatkan wakaf sebagai instrumen Pembangunan (Midesia, 2024).
Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap program -program wakaf untuk
memastikan bahwadanayang terkumpul benar-benar digunakansecaraoptimal dan
memberikan hasil yang diharapkan dalam jangka panjang. Pengelolaan wakaf di
Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama
adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif
(Marwal, 2024). Sebagian besar aset wakaf masih digunakan untuk tujuan
konsumtif, seperti pembangunan masjid atau musholla, dan kurang dimanfaatkan
untuk proyek-proyek produktif yang dapat mendanai pembangunan daerah dalam
jangka panjang. Selainitu, ada masalah dalam hal pengelolaan aset wakaf yang belum
optimal, seperti kurangnya lembaga pengelola wakaf yang profesional, serta
kurangnya regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara lebih efisien.

Sinergi Antara Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Daerah
Berkelanjutan

Sinergi antara zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah dapat
menciptakan model pembiayaan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Zakat dan
wakaf memiliki karakteristik yang saling melengkapi, di mana zakat lebih fokus pada
bantuan langsung untuk masyarakat yang membutuhkan, sementara wakaf dapat
digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang memberikan
manfaatberkelanjutan (Zunaidietal., 2023). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa
pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dapat mempercepat pembangunan
daerah, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. Misalnya, dana zakat dapat
digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin,
sementara aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan
infrastruktur dasar atau fasilitas sosial yang akan mendukung kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Sinergi antara zakat dan wakaf memiliki peran
yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Kedua
instrumen filantropi Islam ini dapat saling melengkapi untuk menyediakan sumber
dayayang dibutuhkandalam berbagai sektor Pembangunan (Nasution, 2023). Zakat,
sebagai instrumen redistribusi kekayaan, dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan mendesak, seperti bantuan langsung kepada mustahik, sementara wakaf
dapat dialokasikan untuk proyek-proyek jangka panjang seperti pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan (Shofa Fadillah, 2022).

Pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dapat meningkatkan
efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan
memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui
sinergiini, lembaga pengelola zakat dan wakaf dapat mengoptimalkan penggunaan
dana untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi
Masyarakat (Parida et al., 2024). Untuk mewujudkan sinergi yang efektif antara
zakat dan wakaf, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola,
memperkuat regulasi yang mendukung, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam program-program filantropi. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat serta
mekanisme zakat dan wakaf sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai prinsip syariah,
sinergi antara zakat dan wakaf dapat menjadi pilar yang sangat penting dalam
pembangunan daerah berkelanjutan (Rohmatillah, 2023).

JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics Vol. 03 No. 01 — 2024 187



Syaripuddin

Sinergi antara zakat dan wakaf dapat berkontribusi secara optimal dalam
pembangunan daerah berkelanjutan, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan
dan evaluasi terhadap penggunaan dana. Transparansi dalam pengelolaan dana
zakat dan wakaf menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan
memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk program yang tepat dan
berdampak jangka panjang (Arnita, 2024). Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah dengan menggunakan teknologiinformasi untuk mempermudah pengawasan
dan pelaporan, serta mempercepat proses distribusi dana ke pihak yang
membutuhkan. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga zakat, wakaf, dan
pemerintah daerah harus mulai dibangun dan dilaksanakan dengan baik.
Pemerintah dapat mendukung dengan mengembangkan kebijakan yang
memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efisien, serta memberikan
insentif bagi masyarakat dan lembaga yang aktif berpartisipasi dalam program
filantropi ini (Puspitasari et al.,, 2024). Keterlibatan aktif masyarakat dalam
pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat dan wakaf juga dapat diperkuat melalui
pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka lebih memahami manfaatnya dalam
mendukung pembangunan sosial dan ekonomi (Said & Amiruddin, 2019). Pada
dasarnya pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi masih menghadapi
tantangan besar, terutama dalam hal koordinasi antara lembaga-lembaga pengelola
zakat dan wakaf, serta dalam hal penguatan regulasi yang mendukung pengelolaan
kedua instrumen tersebut (Syamsurietal.,n.d.). Oleh karenaitu, perlu ada kebijakan
yang lebih jelas dan tegas mengenai pengelolaan zakat dan wakaf di tingkat daerah,
serta peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat dan wakaf agar dapat
mengelola dana secara lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi yang
sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, khususnya
dalam mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta
memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Zakat, sebagai instrumen redistribusi
kekayaan, berperan penting dalam pengurangan kemiskinan dan penyediaan dana
bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara wakaf, bila dikelola dengan baik,
dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek jangka
panjang seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Meskipun potensi keduanya sangat besar, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia
masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya profesionalisme
dalam pengelolaan dana, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat dan
wakaf yang produktif, serta keterbatasan sistem dan regulasi yang mengatur
pemanfaatannya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi zakat dan wakaf
dalam pembangunan daerah, dibutuhkan upaya sinergis antara lembaga pengelola
zakat dan wakaf, pemerintah, dan masyarakat. Peningkatan kapasitas lembaga
pengelola zakat dan wakaf, penguatan kebijakan pemerintah yang mendukung
integrasi zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah, serta edukasi yang lebih
intensif kepada masyarakat tentang pentingnya kedua instrumen ini dalam
pembangunan yang berkelanjutan, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem
pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Dengan langkah-langkah ini, zakat
dan wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun daerah yang
lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf: Agar zakat dan wakaf

dapat dimanfaatkan secara maksimal, lembaga-lembaga pengelola perlu diberikan
pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam hal manajemen dana, transparansi,
dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan dana yang terkumpul dapat
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dikelola secara efektif dan produktif.

2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: Masyarakat perlu diberi pemahaman
yang lebih mendalam tentang pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen
pembangunan yang produktif, bukan hanya untuk bantuan konsumtif. Sosialisasi
tentang manfaat jangka panjang dari zakat dan wakaf, serta cara berpartisipasi
dalam program-program tersebut, harus lebih diperluas.

3. Peningkatan Kebijakan Pemerintah: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan
yang mendukung integrasi zakat dan wakaf dalam pembangunan daerah.
Kebijakan tersebut bisa mencakup insentif bagi lembaga yang mengelola zakat dan
wakaf secara produktif, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas mengenai
pengelolaan zakat dan wakaf.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Program Produktif: Aset wakaf sebaiknya dikelola
untuk proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi
masyarakat, seperti pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian masyarakat. Pendekatan
ini akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan
daerah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan
yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan zakat dan wakaf dalam pembangunan
daerah berkelanjutan:

a. Penguatan Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf: Pemerintah perlu memperkuat
lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf dengan memberikan pelatihan dan
peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf yang produktif.
Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan
zakat dan wakaf di tingkat daerah.

b. Peningkatan EdukasidanSosialisasi: Sosialisasidanedukasi mengenaizakat dan
wakaf perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan
pengelola zakat dan wakaf. Pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan
potensikedua instrumen iniakan mendorong masyarakat untuklebih aktif dalam
berpartisipasi dalam program zakat dan wakaf.

c. IntegrasiKebijakanantaraZakat, Wakaf,dan Pembangunan Daerah: Pemerintah
perlu merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam
program-program pembangunan daerah. Ini termasuk memberikan insentif bagi
lembaga-lembaga zakat dan wakaf untuk berkolaborasi dengan pemerintah
dalam membiayai proyek-proyek sosial dan ekonomi yang dapat mendukung
pembangunan daerah berkelanjutan.
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